
6. Peraturan ...

'\sr£ ~

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomar 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota
Palembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat If dan Kota Praja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nemer 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016
Nomor 6, tambahan Negara RINomor 5533);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ) 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nornor 49
Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI.TUGASDANFUNGSI
SERTATATAKERJADINASKESEHATANKOTAPALEMBANG

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPALEMBANG,

WALiKOTA PALEMBANG
PROVINSISUMATERASELATAN
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(2) Dinas Kesehata~, ~ ~

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan bidang Kesehatan.

Pasal2

BAB II
KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalab Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palernbang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Palembang.
6. Dinas Kesehatanadalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota

Palernbang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota

Palembang.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kota

Palembang.
10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kota

Palembang.
l1.Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan Kota Palembang.
12.Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
13.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada

Dinas Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu.

Pasal1

BAB T
KETENTUANUMUM

Menetapkan:PERATURAN WALlKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANlSASI,TUGASDAN FUNGSISERTATATAKERJA DINAS
KESEHATANKOTAPALEMBANG

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palernbang(Lembaran Daerah Kota PalembangTahun 2016
Nomor6).
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(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dan:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi:

1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Berbasis

Masyarakat; dan
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kcsehatan Kerja dan

Olah Raga.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

membawahi:
1.Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular; dan
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa serta NAPZA.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan

Kesehatan; dan
3. Seksi Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan

Kesehatan
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:

1. Seksi Kefarmasian;
2. Seksi Alat Kesehatan; dan
3. Seksi Sumber Daya Kesehatan.

g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. KelompokJabatan Fungsional.

Pasal3

(4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis;
b. pelaksanaan kebijakan scsuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan Iingkup

tugasnya;dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan
urusan di bidang Kesehatan dan tugas pembantuan.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
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(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),Sekretaris mempunyai fungsi:
a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, pcrlengkapan dan

perkantoran;
d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaianj
e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.

(I) Sekretaris mempunyai tugas rnernbantu Kepala Dinas
dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan
pelaporan serta menyelenggarakan urusan adrninistrasi
umum, perkantoran, kehumasan dan 'kepegawaian.

Pasal5

Bagian Kedua
Sekretariat

Kepala Dinas rnempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang Kesehatan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk
pelaksanaannya.

Pasal4

8agian Kesatu
Kepala Dinas

BABlli
URAIAN 1'UGAS DAN FUNGSI

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

(4) Masing-masing Sub 8agian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris,

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
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(2)Un~:. .. ~ t

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas eli Bidang Kesehatan
Masyarakat.

Pasal7

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Peiaporan,mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan;
b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan

kegiatan antar bidang;
c. menyusun dokumen. perencanaan dinas;
d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan

bidang;
e. monitoringdan evaluasi capaian kinerja dinas;
f. menyusun dokumen pelaporan dinas;
g. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
h. meJaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian

Umumdan Kepegawaian;
b. mengelolaadministrasi umum dan surat menyurat;
c. mengelolakearsipan dan kepustakaan;
d. mengeloJa administrasi barang, perlengkapan dan

kendaraan dinas;
e. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan

keprotokolan;
f. mengclola administrasi kepegawaian dan perjalanan

dinas;
g. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. menyusun rancangan program dan kegiatan Sub Bagian

Keuangan;
b. menyusun rencana anggaran kerja dinas;
c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan

penggunaan anggaran;
d. mengelola adrninistrasi keuangan belanja langsung dan

belanja tidak langsung;
e. menyusun dan menganalisa Japoran keuangan;
f. mengontroi kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pernbukuarr/ akuntansi;
g. melaporkan hasil 'kerja capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal6
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e. menyelenggaraka~~ ~ ~

(1) SeksiKesehatanKeluargadan Gizi,melaksanakan tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

kesehatan keluargadan gizi masyarakat;
b. menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang

kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak
prasekolah, usia sekolah dan remaja, uks, usia
reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia
serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat;

c. melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang
kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak
prasekolah, usia sekolah dan remaja, uks, usia
reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia
serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat;

d. menyusun norma, standar, produser, dan kriteria
di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan
anak prasekolah, usia sckolah dan remaja, uks, usia
reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia
serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat;

Pasal8

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional eli bidang

peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi
masyarakat, serta promosi kesehatan, dan
pemberdayaanmasyarakat;

b. peJaksanaan kebijakan operasional di bidang
peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi
masyarakat, serta promosi kesehatan, dan
pemberdayaanmasyarakat;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi eli bidang
peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi
masyarakat, serta promosi kesehatan, dan
pemberdayaanmasyarakat;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi
masyarakat, serta prornosi kesehatan, dan
pemberdayaanmasyarakat;

e. pelaksanaan koordinasidan kerjasama dengan instansi
terkait;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(3)Scksi Kesehatan~. ~ ~

(2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Keaehatan Berbaeie
Masyarakat,mempunyai tugas:
a. menyusun rencana programdan kegiatan seksi promosi

dan pemberdayaan berbasis masyarakat;
b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang

korrrunikasi, informasi, dan edukasi kesebatan,
advokasi dan kemitraan, potensi sumbcr daya dan
promosi kesehatan, dan pemberdayaan berbasis
masyarakat;

c. meJaksanakan kebijakan eli bidang komunikasi,
informasi, dan cdukasi kesehatan, advokasi dan
kemitraan, potensi sumber daya dan promosi
kesehatan, dan pemberdayaan berbasis masyarakat;

d. menyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan,
advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya dan
promosi kcsehatan, dan pemberdayaan berbasis
maeyarakat:

e. memberikan bimbingan teknis dan supervisr di bidang
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan,
advokasi dan kernitraan, potensi sumber daya dan
promosi kesehatan, dan pemberdayaan berbasis

f. ;;::~=~,t;evaluasi, dan peJaporan di bidang
komunikasi, informasi, dan cdukasi kesehatan,
advokasi dan keroitraan, potensi sumbcr daya dan
promosi kesehatan, dan pernberdayaan berbasis
masyarakat; . . .

g. melaporkan basil kerja dan capaian k~nel)a;d~
h. melaksanakan tugas kedinasan lam sesuai dengan

bidang tugasnya.

c. menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis dan
supervise regulasi di bidang kesehatan maternal dan
neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan
remaja, uks, usia reproduksi dan keluarga berencana,
dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga
dan gizi masyarakat;

f. memberikan bimbingan tcknis dan supervisi di bidang
kesehatan maternal dan neonatal, ballta dan anak
prasekolah, usia sekolah dan rernaja, uks, usia
reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia
serta pcrlindungan kesehatan keluarga dan gizi
rnasyarakat;

g. memantau, evaluasi, dan pelaporan di penyiapan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang maternal dan neonatal, balita dan anak
prasekolah, usia sekolah dan rernaja, uks, usia
reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia
serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat;

h. melaporkan hasiJkerja dan capaian kinerja; dan
I. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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b. penytapan ...
19z. ~~

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Peny~t. m~mp~nyai
tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
mempunyai fungsi: . ..
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

surveilans epidemiologidan imunisasi, pen~egahan d~
pengendalian penyakit menular, penyakit zoonotik,
penccgahan dan pengendalian penyakil tida~ men';llar
serta upaya kesehatan jiwa dan narkoba, psikotroptka,
dan zat adiktif lainnya (napza) serta bencana;

Pasal9

Sagian Kecmpat
Bidang Pencegahan Dan PcngendaJian Penyakit

(3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah
Raga, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang

penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar, penyehatan
pangan, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan,
pengamanan limbah, radiasi, kesehalan kerja serta
kesehatan olah raga;

c. melaksanakan kebijakan di bidang penyehatan
lingkungan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan
penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan
limbah, radiasi, kesehatan kcrja serta kesehatan olah
raga;

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang penyehatan lingkungan dan sanitasi
dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara,
tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi,
kesehatan kerja serta kesehatan olah raga;

e. menyiapkan pernberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pcnyehatan lingkungan dan sanitasi dasar,
penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah clan
kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja
serta kesehatan olah raga;

f. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang
penyehatan Iingkungan dan sanitasi dasar, penyehatan
pangan, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan,
pengamanan lirnbah, radiasi, kesehatan kerja serta
kesehatan olah raga;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinetja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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c. menYiaPk~ ~ ~

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
b. menyiapkan perumusan kcbijakan di bidang

pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi
saluran pernapasan akut, hiv, aids dan penyakit infeksi
menular seksual, hepatitis, dan penyakit infeksi saluran
pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;

(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi

Surveilans dan Imunisasi;
b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang surveilans,

wabah dan bencana serta imunisasi;
c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang

surveilans, wabah dan bencana serta imunisasi;
d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria di bidang surveilans, wabah dan bencana serta
imunisasi;

e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang surveilans, wabah dan bencana serta
imunisasi;

f. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang
surveilans, wabah dan bencana serta imunisasi;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

PasallO

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
surveilans epidemiologidan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, penyakit zoonotik,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
serta upaya kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya (napza) serta bencana;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
surveilans epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, penyakit zoonotik,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
serta upaya kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya [napza] serta bencana;

d. pcmantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
surveilans epidemiologidan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, penyakit zoonotik,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
serta upaya kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya (NAPZA)serta bencana;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan rugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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e. menyiaPkan.1\j, ~ ~

(3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa serta NAPZA, mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak rnenular
dan kesehatan jiwa serta NAPZA;

b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan
gangguan imunologi, jantung dan pernbuluh darah,
kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan
metabolik, gangguan indera dan fungsional,
intelegensia, dan kesehatan jiwa serta NAPZA;

c. rnenyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan
gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah,
kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan
metabolic, gangguan indera dan fungsional, intelegensia,
dan kesehatan jiwa serta NAPZA;

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
criteria di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit paru kronik dan gangguan irnunologi, jantung
dan pernbuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes
mellitus, gangguan metabolic, gangguan indera dan
fungsional, intelegensia, dan kesehatan jiwa serta
NAPZA;

c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan ill bidang
pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi
saluran pemapasan akut, hiv, aids dan penyakit infeksi
menular seksual, hepatitis, dan penyakit infeksi saluran
penccmaan, dan pcnyakit tropis mcnular langsung;

0. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian
tuberkulosis, infeksi saluran pemapasan akut, hiv, aids
dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, dan
penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit
tropis mcnular langsung;

e. rnenyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis,
infeksi saluran pernapasan akut, hiv, aids dan penyakit
infeksi menular seksual, hepatitis, dan penyakit infeksi
saluran pencemaan, dan peoyakit tropis menular
langsung;

f. memantau, evaluasi, dan pelaporan ill bidang
pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi
saluran pernapasan akut, hiv, aids dan penyakit infeksi
menular seksual, hepatitis, dan penyakit infeksi saluran
pencemaan, dan penyakit tropis meriular langsung;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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b.menyiapkan\i ~ ~

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;

Pasal 12

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang PeJayananKesehatan mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesebatan
tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jarninan
kesehatan serta peningkatan mutu layanan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan
kesehatan serta peningkatan mutu layanan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan
kesehatan serta peningkatan mutu layanan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

d. pelaksanaan koordinasi dan keIjasarna dengan instansi
terkait;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas:

f. pelaksanaan rugas-tugas lain yang diberikan oleh
KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

mernpunyai tugas
di Bidang Pelayanan

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan,
melaksanakan sebagian tugas dinas
Kesehatan:

Pasal 11

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan

e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise
di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru
kronik dan gangguan imunologi,jantung dan pembuluh
darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus,
gangguan metabolic, gangguan indera dan fungsional,
intelegensia, dan kesehatanjiwa serta NAPZA;

f. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidan
pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan
gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah,
kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan
metabolic, gangguan indera dan Iungsional, intelegensia,
dan kesehatan jiwa serta NAPZA;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya,

1 1



d. menyiap~ ~ ~ .

primer;
c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidangpeJayanan

primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya
kesehatan perorangan dan balai pengobatan, pelayanan
gigi dan mulut serta rekomendasi perizinan fasilitas
pelayanan kesehatan primer;

d. rnenyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan
criteria di hidang pelayanan primer meliputi upaya
kesehatan rnasyarakat, upaya kesehatan perorangan
dan halai pengobatan, pelayanan gigi dan mulut serta
rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan
primer;

e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise
ill bidang pelayanan primer meliputi upaya kesehatan
masyarakat, upaya kesehatan perorangan dan balai
pengobatan, pelayanan gigi dan mulut serta
rekornendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan
primer;

f. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya
kesehatan perorangan dan balai pengobatan, pelayanan
gigi dan mulut serta rckomendasi perizinan fasilitas
pelayanan kesehatan primer;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Seksi Pclayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan
Kesehatan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

PelayananKesehatan Rujukan dan Jaminan Keschatan;
b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pelayanan

medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat
terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pernantauan
rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan, kesehatan
haji, jaminan kesehatan, public safety center (psc) serta
rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan;

c. menyiapkanpelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan
medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat
terpadu, dan pengclolaan rujukan dan pemantauan
rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan, kesehatan
haji, jaminan Kesehatan, Public Safety Center (PSC)
serta rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan
kesebatan rujukan;

primer meliputi upaya kesehatan
upaya kesehatan perorangan dan balai
pelayanan gigi dan mulut serta
perizinan Iasilitas pelayanan kesehatan

kesehatan
masyarakat,
pengobatan,
rekomendasi

b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pelayanan

12



g. melapork~ ~ ~

(3) Seksi Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Keschatan,
melaksanakan tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

peningkatan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
akreditasi;

b. menyiapkan perumusan kebijakan eli bidang fasilitas
pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu layanan,
akreditasi Pasilitas PeJayanan Kesehatan primer,
rujukan, laboratoriurn, serta sarana dan prasarana
kesehatan lainnya;

c. menyiapkan pclaksanaan kebijakan di bidang fasilitas
pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu layanan,
akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer,
rujukan, laboratorium, serta sarana dan prasarana
kesehatan lainnya;

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan
criteria eli bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan
peniogkatan mutu layanan, akreditasi F'asilitas
Pelayanan Kcsehatan primer, rujukan, laboratoriurn,
serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya;

e. menyiapkan pemberian bimhingan teknis dan supervise
eli bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan
peningkatan mutu layanan, akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan primer, rujukan, laboratorium,
serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya;

f. memantaukan, evaluasi dan pelaporan di bidang
fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu
layanan, akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
primer, rujukan, laboratorium, serta sarana dan
prasarana kesehatan lainnya;

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan,
penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan
rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah
sakit pendidikan, kesehatan haji, jaminan kesehatan,
public safety center (psc) serta rekomendasi perizinan
fasilitas pelayanan kesebatan rujukan;

e. menyiapkan pernberian bimbingan tcknis dan supervise
eli bidang pelayanan medik dan keperawatan,
penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan
rujukan dan pcmantauan rumah sakit, rumah sakit
pendidikan, kesehatan haji, jaminan kesehatan serta
public safety center (psc) serta rekomendasi perizinan
fasilitas peJayanankesehatan rujukan;

f. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang peJayanan
medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat
terpadu, dan pengeiolaan rujukan dan pemantauan
rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan, kesehatan
haji, jaminan kesehatan, public safety center (psc) serta
rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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d. menyiaPkan~ ~ r

(1) Seksi Kefarmasian,mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

kefarmasian;
b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang produksi

dan distribusi sediaan farmasi, dan perbekalan
kesehatan rumah tangga, pengawasan perbekalan
kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan
kesehatan, pelayanan kefarmasian dan rekomendasi
perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian; .

c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi
dan distribusi sediaan farmasi, dan perbekalan
kesehatan rumah tangga, pengawasan perbckalan
kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan
kesehatan, pelayanan kefarmasian dan rekomendasi
perizinan fasilitas pelayanan kefannasian;

Pasal14

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai
fungsi: -
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

kefarmasian, alat kcsehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional ill bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

c. birnbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian,
alat kcsehatan dan perbekalan kesebatan 'rumah tangga
serta sumber daya manusia kesehatan;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait:,

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) BidangSumber DayaKesehatan.

Pasal 13

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kineIja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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(2) Scksi AlatKesehatan, mempunyai tugas:
a. menyusun reneana program dan kegiatan seksi alat

kesehatan;
b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang alat

kesehatan dan penilaian alat kesehatan kelas a, kelas b,
kelas c, kelas d produk radiologi,produk diagnostik, alat
kesehatan khusus, produk mandiri dan rekomendasi
perizinan toko alat kesehatan;

e. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang alat
kesehatan dan penilaian alat kesehatan kclas a, kelas b,
kelas e, kelas d produk radiologi,produk diagnostik, alat
kesehatan khusus, produk mandiri dan rekomendasi
perizinan toko alat kesehatan;

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan
criteria di bidang alat kesehatan dan penilaian alat
kesehatan kelas a, kelas b, kelas c, kelas d produk
raeliologi,produk diagnostik, alat kesehatan khusus,
produk mandiri dan dan rekomendasi perizinan toko
alat kesehatan;

e. menyiapkan pernberian bimbingan teknis dan supervise
eli bidang alat kesehatan dan penilaian alat kesehatan
kelas a, kelas b, kelas c, kelas d produk radiologi,
produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk
mandiri dan rekomendasi perizinan toko alat kcschatan;

f. rnernantau, evaluasi dan pelaporan di bidang alat
kesehatan dan penilaian alat kesehatan kelas a, kelas b,
kelas c kelas d produk radiologi,produk diagnostik, alat
kesebatan khusus, produk mandiri dan rekomendasi
perizinan toko alat kesehatan;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan
criteria di bidang produksi dan distribusi sediaan
farmasi, dan pembekalan kesehatan rumah tangga,
pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga, lata
kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarrnasian
dan rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan
kefarrnasian;

e. menyiapkan pembcrian bimbingan teknis dan supervisi
elibidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan
perbekalan kesehatan rumab tangga, pengawasan
perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola
pcrbekalan kcsehatan, pelayanan kefarmasian dan
rekornendasi perizinan fasilitas pelayanan kcfarmasian;

f. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi
dan distribuai sediaan farmasi, dan perbekalan
kesehatan rurnah tangga, pengawasan perbekalan
kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan
kesehatan, pelayanan kefarmasian dan rekomendasi
perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; dan
h. mclaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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BAB V...

~.~~

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas clitetapkan dalam
Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis
mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang

operasionalnya; dan
b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 16

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah clan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis
operasional Dinas.

Pasa115

BABIV
UNIT PELAKSANA TEKNlS

(3) Seksi Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiatan seksi sumber

daya manusia keschatan;
b. penyusunan dan kcbijakan teknis pengembangan dan

pemberdayaan surnber daya manusia kesehatan di
bidang perencanaan, pendayagunaan , peningkatan
kompetensi, rekomendasi perizinan tenaga kesehatan
dan pembinaan lUUtU sumber daya manusia kesehatan
serta sekolah keschatan dan penelitianj'riset;

c. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber
daya manusia kesehatan di bidang perencanaan,
pendayagunaan, peningkatan kompetensi, rekomendasi
perizinan tcnaga kesehatan dan pembinaan mutu
sumber daya manusia kesehatan serta sekolah
kesehatan dan penelitianj'riset;

d. pernantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
dibidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan
kompetensi, rekomendasi perizinan tenaga kesehatan
dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan
serta sekolah keschatan dan penelitianj'riset;

e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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(3)Kepala Din'O;.. ~ t

(1) Hubungan antara Kcpala Dinas dengan bawanannya atau_
sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui
Sekretaris.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala B~dang, Kcpala SU.b
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Umt p~.laksana Teknls
dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib mener~pkru:
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi d.an lSirnpIifikasl
baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam
lingkungan masing-masing .maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemenntah Daerah scrt~ dengan
instansi lain di luar Peme.-intah Daerah scsuai dengan
tugas masing-masing.

Pasal20

BAB VlI
TATAKERJA

Pembiayaan pada Dinas berasal dar! Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serta sumber-sumber lainnya yang sah.

Pasal 19

BAB VI
PEMBIAYAAN

(4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis dan beban kerja.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalarn
bidang danj'atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan
teknis fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalarn sub-sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

tugas
bidang

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai
melaksanakan kegiatan tcknis sesuai dengan
keahlian masing-rnasing.

Pasal 18

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSrONAL
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Pasal 24 ~

~~t

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Daerah
Nomor 41 Tabun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang Bab II Bagian
Keenamdicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal23

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
yang bersifat internal diatur lebih Ianjut oleh Kepala Dinas

Pasal 22

BABIX
KETENTUANPENUTUP

(2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai
dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

fungsi Dinas
Walikota iru,
pada tanggal

(I) Efektifitas pelaksanaan tugas dan
sebagaimana diatur dalam Peraturan
wajib dilaksanakan selambat-Iambatnya
1 .Januari 2017.

Pasal21

BABVIII
KETENTUANPERALIHAN

(6) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat
menunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang di
Jingkungan Dinas berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

(5) Setiap laporan yang diterima oleb pimpinan satuan
organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalarn penyusunan kebijakan lebih
lanjut.

(4) kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kcpala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-rnasing serta menyampaikan
laporan tepat waktu.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan mernberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
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HAROBIN MASTOr-A

BERITi\ DAERAH KOTA PALf':MBANG TAHUN 2016 NOMOR 4~

Diundangkan di Palembang
pada tanggaJ ~ ~etnbQr 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEr-mANG,

i-lARNOJOYO

Ditetapkan di Palernbang
pada tanggal }.)llJQmb,r 2Q16

Wi\LIKOT PALEMI:3ANG,

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan
pcngundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kola Palcmbang,

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

rasal 2'1
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